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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 
umat manusia; 

  b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem 
pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan 
pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;  

  c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam 
menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan 
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pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan 
intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang 
berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter 
tangguh, serta berani membela kebenaran untuk 
kepentingan bangsa;  

  d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan 
pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh 
pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan 
kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, 
dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan 
tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan 
dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis; 

  e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan 
tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian 
hukum;  

  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Pendidikan Tinggi; 

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara.  
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2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, 
program magister, program doktor, dan program profesi, serta 
program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  

3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, 
disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan 
pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 
menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.  

4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu 
Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan 
dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan 
manusia. 

5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik 
kemanusiaan.  

6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
Pendidikan Tinggi. 

7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah 
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh 
Pemerintah. 

8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah 
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh 
masyarakat. 

9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma 
adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan 
Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, 
dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 
pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika 
yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas 
dosen dan mahasiswa. 
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14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat. 

15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 

16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah 
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan 
Tinggi. 

17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 
dan/atau pendidikan vokasi.  

18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang 
meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar 
penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.  

19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 

22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi 
urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan. 

23. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat 
LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas 
pemerintahan tertentu. 

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pendidikan. 

Pasal 2 

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhinneka Tunggal Ika.  

Pasal 3 

Pendidikan Tinggi berasaskan: 

a. kebenaran ilmiah;  
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b. penalaran; 

c. kejujuran;  

d. keadilan; 

e. manfaat; 

f. kebajikan; 

g. tanggung jawab;  

h. kebhinnekaan; dan 

i. keterjangkauan. 

Pasal 4 

Pendidikan Tinggi berfungsi:  

a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa;  

b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, 
terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan 
Tridharma; dan 

c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. 

Pasal 5 

Pendidikan Tinggi bertujuan: 

a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, 
dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 

b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan 
dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan 
peningkatan daya saing bangsa; 

c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar 
bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan 
kesejahteraan umat manusia; dan 

d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan 
karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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